
NOMOR 4 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025

BUPATI BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pembangunan
daerah yang terarah, terukur, dan berkelanjutan,

perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun
2025-2029 sebagai pedoman pembangunan daerah
selama lima tahun;

b
. bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) disusun dengan
berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2045
dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-
2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Keija Menjadi Undang-Undang, rencana pembangunan
jangka menengah daerah ditetapkan dengan Peraturan
Daeran;

d
. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-
2029.



1
. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945;
2

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);

3
. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244

, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4
. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194

, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

5
. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang

Kabupaten Bekasi Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 7038);

6
. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025 - 2029 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

7
. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun

2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BEKASI

Dan

BUPATI BEKASI

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.
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BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1

. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah
adalah Daerah Kabupaten Bekasi.

2
. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan
perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945.

3
. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bekasi.

4
. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh)
tahun.

5
. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

6
. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

8
. Rencana Keija Pemerintah Daerah yang selanjutnya

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

9
. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya

disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut Renja PD adalah rencana pembangunan tahunan
Perangkat Daerah yang merupakan dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu)
tahun.

11. Pembangunan Daerah adalah perubahan yang dilakukan
secara terus menerus dan terencana oleh seluruh

komponen di daerah untuk mewujudkan visi daerah.
12. Visi adalah rumusan urrvum mengenai keadaan yang

diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan urnum mengani upaya-upaya yang

akan dilaksankaan untuk mewujudkan Visi.
14. Program adalah penjabran kebijakan dalam bentuk

upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan
menggunakan sumber daya yang disediakan untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
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BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

RPJMD berkedudukan sebagai:
(1) penjabaran Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil

Bupati ke dalam strategi, arah kebijakan, Program
prioritas Daerah, dengan mempertimbangkan RPJPD;

(2) dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah
yang memuat dokumentasi perencanaan pembangunan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai
tahun 2025 sampai dengan tahun 2029; dan

(3) dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah
sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku
Pembangunan Daerah dalam mewujudkan Pembangunan
Daerah yang berkesinambungan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud ditetapkannya RPJMD adalah untuk
menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman
dalam penyusunan:
a.
 RKPD;

b
. Renstra PD; dan

c. Renja PD.
(2) Tujuan penetapan RPJMD adalah untuk:

a. menetapkan Visi, Misi dan Program pembangunan
jangka menengah Daerah;

b
. menetapkan pedoman dalam penyusunan RKPD

Renstra PD, Renja PD, dan perencanaan
penganggaran; dan

c
. mewujudkan perencanaan Pembangunan Daerah

yang sinergis dan terpadu dengan perencanaan
pembangunan nasional dan provinsi serta dengan
daerah kabupaten/kota yang berbatasan.

BAB IV

SISTEMATIKA

Pasal 4

Sistematika RPJMD meliputi:
a.

 BAB I : Pendahuluan

memuat latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan an tar dokumen RPJMD

dengan dokumen perencanaan pembangunan
lainnya, maksud dan tujuan dan sistematika
penulisan.

b
.
 BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah

memuat gambaran umum aspek geografi dan
demografi, aspek kesejahteraan masyarakat,

aspek aspek daya saing daerah dan aspek
pelayanan umum.
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memuat gambaran keuangan daerah meliputi
penjelasan tentang realisasi Anggaran
Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020-2024 dan proyeksi keuangan daerah Tahun
Anggaran 2025-2029.
memuat permasalahan dan isu strategis
mengenai permasalahan Pembangunan Daerah
dan isu strategis Daerah;

c
. BAB III : Visi, Misi dan Program Prioritas Pembangunan

Daerah
menjelaskan Visi, Misi, Tujuan dan sasaran,
strategi dan arah kebijakan dan program
prioritas Pembangunan Daerah;

d
. BAB IV : Program Perangkat Daerah Dan Kinerja

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
menjelaskan Program perangkat daerah tahun
2025-2029 dalam mencapai kineija
Pembangunan Daerah, indikator Program, target
dan pagu indikatif Program Perangkat Daerah
Tahun 2025-2029. Kinerja penyelenggaraan
Pemerintah Daerah memuat target keberhasilan
pencapaian tujuan dan sasaran Tahun 2025-
2029 memuat indikator kinerja utama dan target
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun
2025-2029 melalui indikator kinerja
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan

e. BAB V : Penutup
Berisi kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan
Pembangunan Daerah sebagai bagian dari upaya
pencapaian sasaran pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Uraian RPJMD sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 4,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan
evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.
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Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal, 19 Agustus 2025
BUPATI BEKASI

,

Ttd

ADE KUSWARA KUNANG

Diundangkan di Cikarang Pusat

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

PROVINSI JAWA BARAT : (4/119/2025)



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

TAHUN 2025-2029

UMUM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan penyusunan rencana
pembangunan yang mendukung koordinasi an tar pelaku pembangunan,
menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antar
daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan, menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan dan pengawasan serta mengoptimalkan peran serta
masyarakat. Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah menjamin
penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan
berkelanjutan. Dalam rangka mewujudkan amanat tersebut, maka
perencanaan pembangunan di daerah disusun dalam tahapan-tahapan
baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dengan
memperhatikan beberapa peraturan pelaksanaannya antara lain
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017, Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menyusun
rencana pembangunan jangka menengah (RPJM/D), dan rencana kerja
pemerintah (RKP/D) sebagai rencana tahunan.

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati,
merupakan komitmen kineija [performance agreement) Bupati dan Wakil
Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu Tahun 2025-2029
sesuai periode. Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang
ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 serta RPJMD
Jawa Barat Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program
pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan
prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran
dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang
ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam
dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan
bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan perspektif masa depan daerah
tentang apa yang ingin dicapai dalam masa 5 (lima) tahun ke depan
melalui visi:

"Mewujudkan Kabupaten Bekasi yang Merdeka, bersatu,
berdaulat adil dan makmur, yang tercantum dalam pembukaan UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menuju Kabupaten Bekasi
Bangkit, Maju dan Sejahtera"
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Dalam upaya mencapai perspektif masa depan tersebut secara
terencana

, terarah, dan terukur serta dapat mengantisipasi kebutuhan
pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka
disusunlah RPJMD Tahun 2025-2029.

Adapun maksud dari penyusunan dokumen Peraturan Daerah
tentang RPJMD Tahun 2025-2029 adalah untuk memberikan pedoman
penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-Perangkat
Daerah) di lingkungan Pemerintah Daerah, dan perumusan prioritas
pembangunan daerah, strategi, arah kebijakan, program, indikator
kinerja, sasaran, lokasi, total kebutuhan, target kinerja, dan indikasi
pendanaan selama Tahun 2025-2029.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 4 TAHUN

2025




